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Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam 
Dea Amanda[footnoteRef:1]a,, Riska Avrillia2b, Yoga Pitriadi3c  [1:  . Pendahuluan  
          Kebijakan moneter dalam ekonomi islam merupakan bagian dari cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang bagaimana sifat, fungsi serta pengaruhnya pada aktifitas ekonomi di suatu negara. Moneter dalam islam ini tidak menekankan bukan hanya penawaran dan permintaan uang, tetapi juga prinsip pemerataan keadilan dan persaudaraan, yang mengejar kesetaraan dan menciptakan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil.(Journal et al. 2025) Metode penulisan artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik analisis data berupa analisis deskriptif. Deskriptif itu sendiri merupakan hasil penelitian yang dideskripsikan sejelas mungkin berdasarkan penelitian. Kebijakan moneter dapat menjaga stabilitas perekonomian, ini dilihat dengan menyeimbangkan jumlah beberapa uang yang menyebar luas secara seimbang. Jika setiap uang yang beredar ini melebihi atau lebih besar atau lebih kecil dari sejumlah barang dan jasa maka dari itu perekonomian di suatu Negara akan terkacau balau. Dan adapula Kebijakan moneter adalah salah satu instrumen penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama dengan sistem ekonomi konvensional, yaitu menjaga stabilitas harga, memaksimalkan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan menyeimbangkan (Pratama 2016)] 
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Abstract 
The concept of monetary policy plays a pivotal role in managing economic stability and growth. In Islamic economics, monetary policy is uniquely characterized by its adherence to Shariah principles, which emphasize justice, equity, and prohibition of interest (riba). This paper explores the framework of monetary policy within the context of Islamic economics, focusing on its objectives, instruments, and impact on economic development. Key mechanisms such as zakat, profit-sharing (mudharabah and musyarakah), and the prohibition of speculative activities are analyzed as tools to achieve monetary stability and equitable wealth distribution. The study highlights how Islamic monetary policy aligns economic objectives with moral and ethical considerations, offering an alternative approach to conventional systems. By integrating spiritual values and economic principles, Islamic monetary policy aims to create a balanced and inclusive economy, addressing contemporary economic challenges in a holistic manner. 
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neraca pembayaran. Namun, pendekatan dan prinsip-prinsip yang digunakan berbeda karena didasarkan pada nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan pelarangan riba. 
     Ekonomi Islam berfokus pada upaya menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan dan mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak.(Muhit, Mariana, and Athoillah 2023) Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam Islam tidak hanya memperhatikan stabilitas moneter, tetapi juga bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam kebijakan moneter Islam adalah pelarangan riba (bunga), yang dianggap sebagai eksploitatif dan merugikan pihak yang lebih lemah dalam transaksi ekonomi. Dalam ekonomi Islam, transaksi keuangan harus berlandaskan pada prinsip profit and loss sharing, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, instrumen kebijakan moneter dalam Islam berbeda dari yang ada dalam sistem konvensional. Bank sentral dalam ekonomi Islam tidak menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama untuk mengontrol jumlah uang beredar. Sebaliknya, instrumen lain seperti zakat, wakaf, dan instrumen berbasis syariah lainnya digunakan untuk mengelola likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Zakat, misalnya, memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pengurangan kemiskinan, yang pada gilirannya membantu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.(Zaeni et al. 2024)
     Tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada pencapaian stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam menekankan pentingnya etika dalam setiap aktivitas ekonomi, dengan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan keadilan dalam distribusi sumber daya, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan nilai-nilai syariah. Dan Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari pengelolaan ekonomi suatu negara. Melalui kebijakan ini, otoritas moneter, seperti bank sentral, berupaya mengendalikan jumlah uang beredar, tingkat inflasi, suku bunga, dan likuiditas guna mencapai stabilitas ekonomi makro. Dalam sistem ekonomi konvensional, kebijakan moneter sering kali difokuskan pada pencapaian stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan moneter memiliki landasan yang berbeda, di mana tujuan utama dari kebijakan ini tidak hanya untuk mencapai stabilitas makroekonomi, tetapi juga untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan yang merata berdasarkan syariah. Dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak dapat dipisahkan dari landasan moral dan etika yang berakar pada Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi Islam memiliki pandangan yang komprehensif tentang kehidupan manusia, di mana aspek material dan spiritual saling terkait. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan moneter, harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan sosial, perlindungan terhadap yang lemah, dan pencegahan terhadap eksploitasi ekonomi. Konsep ini menjadikan kebijakan moneter Islam lebih dari sekadar alat untuk mengendalikan inflasi atau mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat.(Putra et al. 2022) 
     Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam juga didasarkan pada konsep keadilan dalam distribusi kekayaan. Salah satu masalah utama dalam ekonomi konvensional adalah kecenderungan kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat tertinggal. Ekonomi Islam berusaha mengatasi masalah ini melalui instrumen-instrumen redistribusi kekayaan, seperti zakat, sedekah, wakaf, dan qardul hasan (pinjaman tanpa bunga). Instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi untuk membantu mereka yang kurang beruntung, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Zakat, misalnya, merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dampak langsung terhadap redistribusi kekayaan. Setiap Muslim yang memiliki kekayaan di atas batas tertentu diwajibkan untuk membayar zakat, yang kemudian didistribusikan kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terlilit utang. Dengan cara ini, zakat tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga menjadi mekanisme yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, memahami kebijakan moneter dari perspektif ekonomi Islam tidak hanya penting untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan modern, tetapi juga untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini yang sering kali didominasi oleh ketidakadilan, ketidakstabilan, dan spekulasi.(Journal et al. 2025) 
 
 
 
2. Kerangka Teori   
       Dalam sistem ekonomi konvensional, kebijakan moneter diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter digunakan sebagai alat untuk mengatasi inflasi, pengangguran, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Namun, konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem konvensional, khususnya terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi.(Journal et al. 2025) 
     Sementara itu, dalam ekonomi Islam kebijakan moneter berlandaskan pada prinsipprinsip yang menolak riba (bunga) dan menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, penghindaran eksploitasi, serta penciptaan kesejahteraan sosial yang merata. Sumber utama ekonomi Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan umat dan menghindari segala bentuk ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, dalam konsep kebijakan moneter Islam, instrumen-instrumen yang digunakan harus selaras dengan nilai-nilai syariah, termasuk penghindaran transaksi berbasis riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi berlebihan). (Al-augby 2015)
     Salah satu elemen penting dalam kebijakan moneter Islam adalah larangan riba. Dalam sistem konvensional, suku bunga merupakan alat utama dalam mengendalikan uang yang beredar, namun dalam ekonomi Islam, penerapan bunga dilarang secara mutlak. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga adalah bentuk ketidakadilan yang menyebabkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam mendorong penggunaan profit-loss sharing (bagi hasil) sebagai bentuk pembagian risiko yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. (Putra et al. 2022)
     Instrumen kebijakan moneter lainnya yang sering dibahas dalam literatur ekonomi Islam adalah zakat, infak, dan sedekah. Dalam ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan bahwa kekayaan beredar dalam masyarakat secara lebih merata. Dalam jangka panjang, distribusi zakat diyakini mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan pada akhirnya memperluas basis ekonomi serta meningkatkan stabilitas sosial. (Zaeni et al. 2024)
     Selain itu, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam juga menekankan pentingnya stabilitas nilai mata uang. Ketidakstabilan nilai tukar dianggap merugikan perekonomian, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah. Oleh karena itu, ekonomi Islam lebih cenderung menghindari penggunaan mata uang fiat yang tidak didukung oleh aset riil, seperti emas dan perak. Dalam beberapa literatur klasik, konsep "dinar emas" sering disebut sebagai mata uang ideal yang dapat menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari spekulasi berlebihan.(Mata, Dinar, and Dirham 2020) 
     Di samping itu, sistem perbankan syariah juga memainkan peran penting dalam kebijakan moneter Islam. Bank syariah, yang beroperasi tanpa menggunakan bunga, menggunakan instrumen keuangan seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama usaha) untuk menyalurkan dana kepada sektor-sektor produktif. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang cenderung mengalokasikan dana berdasarkan suku bunga pinjaman. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas moneter, tetapi juga berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(Journal et al. 2025) 
     Dalam hal kebijakan fiskal, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran negara yang bertanggung jawab, di mana pendapatan negara berasal dari sumber-sumber yang halal, seperti zakat dan pajak yang tidak memberatkan masyarakat. Pengeluaran negara juga harus diarahkan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan.(Pratama 2016) 
   Adapun secara keseluruhan, yang membahas kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa meskipun beberapa konsep mirip dengan kebijakan moneter konvensional, seperti pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi, terdapat perbedaan fundamental dalam penerapan instrumen-instrumennya. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai moral dan etika memainkan peran penting dalam setiap keputusan ekonomi, termasuk kebijakan moneter. Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada tujuan ekonomi semata, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.(Putra et al. 2022) 
     Sistem ekonomi Islam memiliki landasan teologis yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menekankan pada distribusi kekayaan yang adil dan berkeadilan. Dengan demikian, kebijakan moneter dalam perspektif ini tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etis dan moral yang mendasari segala aktivitas ekonomi dalam Islam. Oleh karena itu, instrumen-instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian atau spekulasi berlebihan).(Mata et al. 2020) 
    Salah satu ciri utama kebijakan moneter dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba. Dalam sistem ekonomi konvensional, suku bunga merupakan alat kebijakan moneter yang sangat penting, yang digunakan untuk mengatur likuiditas dan mengendalikan inflasi. Namun, dalam Islam, riba dilarang keras karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang menyebabkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan. Riba juga dianggap tidak etis karena melibatkan peminjaman uang dengan pengembalian lebih dari yang dipinjam tanpa adanya risiko atau kontribusi produktif dari pihak yang meminjamkan uang. Sebaliknya, Islam menganjurkan sistem bagi hasil (profit-loss sharing), di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara kedua belah pihak. Ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dieksploitasi atau dirugikan dalam transaksi keuangan.(Al-augby 2015) 
     Selain larangan riba, kebijakan moneter dalam perspektif Islam juga menekankan pentingnya stabilitas nilai mata uang. Islam menganjurkan penggunaan mata uang yang berbasis pada aset riil, seperti emas dan perak, karena mata uang jenis ini dianggap lebih stabil dan tahan terhadap fluktuasi nilai yang disebabkan oleh spekulasi. Konsep "dinar emas" sering disebut dalam literatur ekonomi Islam sebagai mata uang ideal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mata uang berbasis emas dianggap dapat mengurangi risiko inflasi yang disebabkan oleh pencetakan uang secara berlebihan, yang sering terjadi dalam sistem mata uang fiat yang digunakan oleh banyak negara saat ini.      Kebijakan moneter dalam Islam juga memperkenalkan instrumen-instrumen yang berbeda dari yang ditemukan dalam sistem konvensional. Salah satunya adalah zakat, yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian kekayaannya bagi mereka yang membutuhkan. Dalam konteks kebijakan moneter, zakat berfungsi sebagai alat untuk redistribusi kekayaan yang efektif. Dengan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya, zakat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan stabilitas sosial. Selain zakat, infak dan sedekah juga merupakan instrumen keuangan sosial yang mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dan mendorong partisipasi sosial dalam kegiatan ekonomi.      Di sisi lain, peran bank sentral dalam kebijakan moneter Islam juga berbeda dengan sistem konvensional. Dalam sistem perbankan Islam, bank sentral tidak menggunakan instrumen berbasis bunga untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, bank sentral dalam ekonomi Islam dapat menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), untuk mengatur likuiditas dalam perekonomian. Sukuk, yang didasarkan pada aset nyata dan berbagi keuntungan, menjadi instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah karena tidak melibatkan bunga atau spekulasi berlebihan. Ini memastikan bahwa instrumen moneter yang digunakan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat, tetapi juga dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari sistem ekonomi Islam. (Journal et al. 2025)
     Selain itu, kebijakan moneter Islam juga berfokus pada pengembangan sektor riil sebagai fondasi dari perekonomian. Islam menekankan pentingnya kegiatan ekonomi yang nyata dan produktif, yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam Islam cenderung menghindari spekulasi dan transaksi keuangan yang tidak memiliki dasar pada aset atau kegiatan ekonomi yang nyata. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional, di mana pasar keuangan sering kali didominasi oleh transaksi spekulatif yang tidak selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi riil.(Putra et al. 2022) 
     Dalam literatur ekonomi Islam, konsep kebijakan moneter juga tidak dapat dipisahkan dari kebijakan fiskal. Ekonomi Islam menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang berkeadilan, di mana pendapatan negara tidak hanya berasal dari pajak, tetapi juga dari sumber-sumber yang halal seperti zakat, jizyah (pajak yang dibebankan pada non-Muslim), dan kharaj (pajak tanah). Pengeluaran negara juga harus diarahkan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kombinasi antara kebijakan moneter dan fiskal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai adalah inklusif dan berkeadilan.(Journal et al. 2025) 
     Dalam jangka panjang, kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai stabilitas makroekonomi, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, distribusi kekayaan melalui zakat, serta fokus pada sektor riil dan stabilitas nilai mata uang, menjadi landasan penting dalam konsep kebijakan moneter Islam. Literasi mengenai kebijakan moneter dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa ekonomi tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kekayaan materi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan moral yang lebih tinggi. Ekonomi Islam, dengan demikian, menghadirkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, etis, dan ekonomi untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan.(Al-augby 2015) 
 
 
 
 
3. Metodologi   
           Metode penelitian kualitatif dalam studi ini akan difokuskan pada analisis mendalam terhadap konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan tujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana kebijakan moneter dalam ekonomi Islam diterapkan serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi. 
      Pengumpulan data akan dilakukan melalui kajian literatur yang mencakup sumbersumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya ulama ekonomi Islam, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tematema kunci yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moneter dalam ekonomi Islam, seperti larangan riba, pentingnya zakat, serta kebijakan yang mendorong distribusi keadilan ekonomi. 
     Penelitian ini tidak hanya akan menggali konsep kebijakan moneter dalam perspektif Islam, tetapi juga akan mengeksplorasi relevansi dan aplikasinya dalam konteks perekonomian modern, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengadopsi kebijakan tersebut di tengah sistem ekonomi global yang konvensional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan bagi perkembangan ekonomi Islam.(Matari and Mala 2023)
     Data yang diperoleh dari literatur dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Analisis tematik dipilih untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan tema-tema utama yang muncul dari data. Beberapa tema yang diharapkan muncul antara lain adalah larangan terhadap riba sebagai landasan kebijakan moneter, pentingnya zakat dalam redistribusi kekayaan, dan mekanisme untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang berbasis keadilan. Dengan demikian, analisis ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip-prinsip moneter dalam ekonomi Islam serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan di dunia nyata.      Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan moneter Islam dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi global, dengan fokus khusus pada relevansi sistem ekonomi Islam dalam menghadapi krisis keuangan yang kerap terjadi dalam sistem ekonomi konvensional. Peneliti akan membandingkan konsep-konsep tersebut dengan kebijakan moneter konvensional, guna mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kedua sistem dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. 
     Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara, studi literatur, dan observasi. Data ini kemudian diinterpretasikan untuk memahami relevansi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan moneter modern. Melalui proses ini, peneliti akan dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang peran kebijakan moneter dalam ekonomi Islam dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks perekonomian global yang dinamis.(Matari and Mala 2023)
 
 
4. Hasil dan Pembahasan  
a. Sejarah Moneter Islam 
       Praktik moneter yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu standar bimetal dengan emas dan perak (dinar dan dirham) dalam peredaran konstan. Pada masa Kekhalifahan Umayyah Kedua, rasio dinar/dirham, tetapi pada masa pemerintah abbasiyah rasionya dibawah, Antara dinar dan dirham saling naik turun di berbagai periode dan wilayah negara islam karena penurunan secara bertahap dari dinar ke dirham. 
        Praktik moneter telah banyak mendapatkan berbagai perubahan, dan konsep keuangan merupakan yang paling sering dipelajari dalam berbagai studi yang berbeda dengan bidang ekonomi lainnya. Praktik keuangan di zaman Nabi menggunakan standar bimetal emas dan perak, hal itu karena emas maupun perakadalah alat yang digunakan dalam pembelian ataupun pembayaran yang sah di masyarakat. Diantara emas ataupun perak sama sama memiliki nilai tukarnya tetap yaitu nilai tukar antara dinar dan dirham.         Namun, ketidak seimbangan antara penawaran dan permintaan mengguncang stabilitas nilai tukar. Nilai pertukaran antara kedua pemerintah juga mengalami perubahan variabel dari waktu ke waktu, dengan nilai tukar dinar-dirham bervariasi antara 1:35 dan 1:50. Volatilitas nilai tukar ini mencegah yang baik menggantikan uang mainan yang bagus dalam kondisi normal, yang dikenal sebagai Hukum Gresham.(Ilmiah and Dan 2025)
 
b. Kebijakan Moneter  
        Kebijakan moneter merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral dalam melakukan pengendalian serta mengarahkan keadaan ekonomi makro yang sesuai atau yang lebih baik dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di suatu Negara. Keadaan lebih baik maksudnya yaitu meningkatkan kesetimbangan serta pemeliharaan stabilitas harga, dengan adanya kebijakan ini pemerintah bisa menambah, mengurangi serta mempertahankan sejumlah uang yang beredar secara berlebihan di suatu Negara. 
      Kebijakan moneter yakni alat yang disengaja dari bank sentral untuk mempengaruhi variabel keuangan misalnya tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Misi yang ditargetkan disini yaitu untuk memelihara stabilnya uang dengan faktor dari dalam dan luar. Stabilnya nilai mata uang ini memperlihatkan stabilnya harga di kemudian hari dan sesuai dengan pencapaian misi suatu pembangunan misalnya memenuhi permintaan dasar nasional, pemerataan penyaluran, perluasan lapangan kerja, peningkatan ekonomi riil, dan stabilnya suatu ekonomi. Manajemen moneter Islam merupakan pengaturan moneter yang berdasarkan kepada unsur-unsur Islam. 
      Kebijakan moneter ini sangat berperan penting untuk mengatur dan menjaga stabilitas prekonomian. Semakin jelas juga bahwa untuk menjaga kestabilan jumlah uang yang beredar maka bank sentral harus berupaya untuk menjaga kestabilan moneter. Bentuk kebijakan moneter salah satunya adalah pengendalian peredaran uang yang beredar secara berlimpah. Semakin banyak uang yang beredar, maka harga akan naik yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. 
     Pernyataan lain juga menyebutkan bahwa kebijakan moneter yaitu kebijakan yang mengacu pada bank sentral terhadap uang yang beredar dan peredaran uang di suatu negara, dengan tujuan mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan Pembangunan ekonomi yang merata.  
     Kebijakan moneter dapat digolongkang dua bagian: 
 
1. Kebijakan Moneter Ekspansif 
Merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar yang tujuannya yaitu agar siklus perekonomian berjalan dengan lancar dan kebijakan moneter ekspansif ini juga dapat memberi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi yang semakin tinggi. Kebijakan ini juga mampu meningkatkan daya beli atau permintaan dalam masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran di suatu negara. 
 
2. Kebijakan Moneter Kontraktif 
Merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif ini dilakukan untuk menurunkan tingkat inflasi yang ada pada suatu Negara. Tujuan kebijakan moneter kontraktif ini yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. 
 
c. Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam 
       Moneter dalam ekonomi islam juga tidak hanya menekankan pada equilibrium atau antara permintan dan penawaran uang, akan tetapi juga untuk mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan. Dalam ekonomi Islam, Islam mengambil sikap yang sangat kuat pada reformasi kemanusiaan, pembangunan ekonomi yang seimbang atau pengaturan sistem perbankan, yang menciptakan ekonomi yang sehat dan menstabilkan nilai-nilai internal. Namun, untuk mempertahankan sikap rasional dan universal terhadap isu-isu ini, umat islam juga mmeberlakukan pembatasan konsumsi secara kualitatif, yang mana sesuai dengan fitah nya umat islam. 
       Pada sistem moneter yang ada, bunga merupakan sarana yang digunakan sebagai sarana kebijakan moneter untuk mengatur peredaran uang dalam masyarakat. Dan Islam tidak memperkenalkan alat suku bunga ke pasar. Tujuan utama kebijakan moneter syariah di sini lebih terfokus pada menjaga agar sumber daya ekonomi tetap beredar. Jadi singkatnya, regulator perlu memastikan adanya badan usaha ekonomi dan instrumen keuangan syariah yang dapat menyerap potensi investasi masyarakat. 
      Jadi kebijakan moneter dalam islam ini dapat diartikan sebagai pengelolaan mata uang berdasarkan nilai-nilai islam harus menciptakan ekonomi yang stabil dan menguntungkan yang memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi Negara. (Ilmiah and Dan 2025)
 
d. Tujuan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam 
      Bank sentral atau yang disebut juga dengan bank Indonesia memiliki tujuan dalam menggapai dan mengusahakan adanya stabilitas mata uang rupiah. Tujuan tersebut terdapat dalam UU No. 23 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa Bank Sentral. Dan diganti dengan UU No. 3 Tahun 2004 serta Pasal 7 UU No. 6 tahun 2009. Adanya stabilitas rupiah memiliki dua segi, yaitu segi pertama stabilnya rupiah yakni adanya stabilitas harga komoditas akibat evolusi tingkat inflasi, dan segi kedua yakni akibat perubahan tingkat inflasi, kurs dan nilai ganti rupiah mengenai mata uang dengan negara lain. 
      Indonesia mempertahankan konsep nilai di karenakan nilai rupiah berfluktuasi terhadap mata uang negara lain. Untuk meraih kestabilan pada praktik keuangan, peran menstabilkan nilai tukar sangat penting. Oleh karena itu, Bank sentral menempuh kebijakan untuk menjaga kondisi untuk stabil agar nilai tukar sesuai dengan nilai mendasarnya dengan tetap menjaga pergerakan metode pasar. Kebijakan moneter merupakan kebijakan Bank Sentral untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi. unsur moneter yaitu: uang yang beredar, tingkat bunga kredit dan nilai pertukaran, dalam mencapai misi perekonomian suatu negara. 
     Tujuan dari kebijakan moneter dalam Islam ini tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu untuk menjaga stabilitas mata uang, penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektf sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu negara yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang ini tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia.             Adapun tujuan lain dari kebijakan moneter dalam ekonomi islam lainnya yaitu : 
 
1. Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. 
Dimana kesejahteraan ekonomi mengambil berarti terpenuhnya semua kebutuhan pokok manusiadari sudut pandangmaterial dan akhlak, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesusahan hidup. 
 
2. Keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan. 
Konsep ini mengandung dua unsur pengertian yaitu: (a)suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak. (b) Hak seseorang hendaklah diberikan dan juga diserahkan kepada yang mmbutuhkan . 
 
3. Stabilitas Nilai Uang. 
Stabilitas nilai mata uang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan perekonomian karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Stabilitas nilai mata uang adalah prioritas utama dari kegiatan manajemen moneter Islam. 
        Sedangkan menurut kebijakan moneter menurut ekonomi konvensional ialah sebagai berikut: 
 
1. Menjamin Stabilitas perekonomian.  
Pertumbuhan ekonomi negara harus baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mencocokkan arus barang atau jasa dengan arus uang. Tujuan dari kebijakan moneter ini adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur dan menentukan peredaran uang dalam masyarakat. 
 
2. Mengarahkan Inflasi.  
Dalam rangka menekan inflasi, perbankan Indonesia dapat membuat kebijakan untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di perbankan. Jadi salah satu tujuan kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan inflasi. 
 
3. Menambah Lapangan Pekerjaan.  
Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia adalah untuk meningkatkan lapangan kerja. Stabilitas peredaran uang mengarah pada pertumbuhan kegiatan produktif. Meningkatnya kegiatan produksi membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia untuk mengelolanya. 
 
4. Melindungi Stabilitas. 
Harga Barang yang ada di Pasar Tujuan dari kebijakan moneter ini adalah untuk melindungi stabilitas harga di pasar. Ketika harga stabil, kepercayaan publik terhadap tingkat harga saat ini dan masa depan meningkat. Oleh karena itu, daya beli tidak berubah antar periode. Kestabilan harga ini dapat diatur oleh keseimbangan antara jumlah uang beredar, permintaan barang dan produksi barang. 
 
5. Menjaga Keseimbangan.  
Neraca Pembayaran Internasional. Kebijakan moneter mempengaruhi kegiatan ekonomi domestik dan luar negeri. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah untuk menyeimbangkan neraca pembayaran. Ini dapat dicapai melalui stabilitas isometrik barang impor dan ekspor. Maka tidak heran jika pemerintah sering melakukan devaluasi dalam konteks ini. 
 
6. Mendorong Pertumbuhan 
Ekonomi pengaruh kebijakan moneter diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena setiap bagian membutuhkan keberhasilan yang berbeda untuk mencapai tujuan inSetiapi. Contohnya termasuk lowongan pekerjaan, pengendalian inflasi, aktivitas manufaktur, dan permintaan barang. 
 
e. Prinsip Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam 
      Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus bebas dari unsur yang berbau dengan riba dan bunga bank. Dalam Islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank yang sangat diharamkan secara tegas dalam Al-Quran. Dan manajemen moneter dalam ekonomi Islam didasarkan pasa prinsip bagi hasil. 
      Kebijakan moneter dalam islam berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam sebagai berikut: 
1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Swt. 
2. Manusia ialah pemimpin (khalifah) di bumi, namun mereka bukan lah pemegang sejati. 
3. Segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia merupakan atas seizin Allah. 
4. Tidak boleh menumpuk kekayaan. 
5. Menghapus jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian. 
6. Menetapkan kewajiban yang sifatnya harus dan sukarela bagi semua manusia, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. 
Prinsip lain yang ada dalam kebijakan moneter islam yaitu sebagai berikut: 
a. Mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan. yaitu sasaran inflasi, sebagai kontribusi pokok kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
b. Kebijakan moneter bersifat antisipatif. 
yaitu dengan mengarahkan kebijakan moneter yang ditempuh saat ini diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pada periode yang akan datang mengingat adanya efek tunda kebijakan moneter. 
c. Mengikatkan diri kepada suatu mekanisme tertentu dalam membuat pertimbangan penentuan respon kebijakan moneter. 
 
f. Instrumen Kebijakan Moneter Ekonomi Islam 
       Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral. Untuk mengarahkan dan mengendalikan perekonomian di suatu Negara ke arah atau konsini yang ingin di capai. Kebijakan monerter pada ekonomi islam hanya sebagai pelengkap untuk sektor riil. Pada ekonomi islam tidak mengakui adanya instrument bunga dalam kegiatan perekonomian karena hal itu jelas di dalam al-Quran bahwa bunga bank adalah riba. Pelarangan riba ini bermaksud agar hubungan mitra kerja antara pemilik modal dan usaha berlaku adil. 
       Adapun alat kebijakan moneter dalam ekonomi syariah yaitu hukum Syariah. Implementasi darisemua instrumen kebijakan moneter konvensional dan barang berharga juga mengandung komponen bunga dan riba. Oleh sebab itu, instrumen konvensional yang memasukkan sutu bunga dan riba tidak dapat dipakai untuk menerapkan kebijakan moneter yang berbasis syariah. 
       Chapra, menyebutkan mekanisme instrumen kebijakan moneter yang berdasarkan syariah sangat berbeda dengn ekonomi lain diantaranya: 
1. Target pertumbuhan M dan Mo, dimana setiap tahun bank sentral menentukan pertumbuhan peredaran uang dengan sasaran ekonomi nasional. 
2. Saham publik terhadap deposito atas uang giral. 
3. Cadangan wajib resmi, dimana bank komersial harus memiliki cadangan wajib di bank sentral. 
4. Pembatasan kredit, dimana kebijakan pembatasan kredit boleh dilakukan oleh bank komersial untuk memberikan jaminan atas penciptaan kredit sesuai dengan target moneter. 
5. Alokasi kredit yang berbasis pada nilai, dimana realisasi kredit harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 
Adapun alat instrument dari kebijakan moneter konvensional diantaranya sebagai berikut: 
1. Pasar Terbuka  yaitu kebijkan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan melakukan jual beli surat-surat berharga 
2. Rasio Cadangan Wajib Minimum  yaitu bank sentral harus menentukan angka rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut dengan uang tunai yang sama maka bank dapat menciptakan uang dengan jumlah lebih banyak lagi dari sebelumnya. 
3. Rasio Cadangan Wajib Minimum  yaitu bank sentral harus menentukan angka rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Apabila bank sentral menurunkan angka tersebut dengan uang tunai yang sama maka bank dapat menciptakan uang dengan jumlah lebih banyak lagi dari sebelumnya. 
4. Kebijakan bank sentral yang bersifat persuasif berupa himbauan moral kepada bank. 
5. Ajakan moral yaitu suatu aturan moneter yang dirancang dalam mengkoordinasi banyak uang yang dapat mengalir kepada masyarakat dalam perekonomian. 
 
        Adiwarman Karim mengelompokkan alat instrumen kebijakan moneter yang berbasis syariah dibagi dalam beberapa pembagian sebagai berikut : 
1) Mazhab Iqthisoduna 
a. Kebijakan moneter ini tidak diperlukan pada masa awal Islam dan hanya ada sedikit perbankan dan penggunaan uang yang sangat kurang. 
b. Uang digunakan dengan segala sesuatu yang bisa memberikan nilai pada perekonomian. 
c. Kecepatan peredaran uang selama jangka waktu tertentu seimbang dengan nilai komoditas diproduksi yang secara bersamaan. 
2) Mazhab Kedua  
Mempunyai misi dalam meningkatkan sumber daya yang tersedia dalam penggolongan aktivitas ekonomi produktif dengan cara yaitu Kontribusi Inventaris Tidak Aktif yang bisa mempengaruhi besaran permintaan penggunakan uang agar memperoleh produktivitas ekonomi. 
3) Mazhab Alternatif  
Kebijakan moneter ini dilakukan berdasarkan proses sirkuler. Kebijakan yang dikerjakan oleh otoritas moneter didasarkan pada aturan sebelumnya dengan lembaga di sektor tertentu. Begitulah yang terjadi koordinasi kebijakan moneter dan sektor riil. 
 
 
5. Kesimpulan    
           Jadi kebijakan moneter dalam ekonomi islam merupakan bagian dari cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang bagaimana sifat fungsi serta pengaruhnya pada ahtifitas ekonomi di suatu negara. 
       Tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi islam tidak hanya terbatas pada pencapaian stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi,tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial secara keseluruhan oleh karena itu kebijakan moneter islam menekankan pentingnya  etika dalam setiap aktivitas ekonomi dengan mempioritaskan kesejahteraan Masyarakat luas,menciptakan keadilan dalam distribusi sumber daya dan memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan nilai-nilai syariah. 
        Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi islam juga di dasarkan pada konsep keadilan dalam distribusi kekayaan. Salah satu masalah utama dalam ekonomi konvensioanal adalah kecendrungan kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang,sementara mayoritas Masyarakat tertinggal. 
      Oleh karena itu memahami kebijakan meneter dari petspektif ekonomi islam tidak hanya penting untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks keungan modern tapi juga menjawab tantangan ekonomi saat ini yang sering kali didominasi oleh ketidakadilan,letidakstabilan,dan spekulasi. 
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